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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peran BPBD Dalam Distribusi Bantuan 

Bencana Banjir Lahar Dingin Di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam”. 

Disusun oleh Muchlis Ibrahim, NIM 2013030109. Program Studi Hukum Tata 
Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. 
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh tumpang tindahnya kewenagan 
Pemerintah Daerah, keterlambatan distribusi bantuanbencana dalam 
penanggulangan bencana masa tanggap darurat dalam penditribusian 
bantuan bencana yang dilakukan oleh BPBD, dan Pemerintah Nagari Bukik 
Batabuah. Rumusan masalah skripsi ini yaitu. pertama, bagaimana 
implementasi tata kelola bantuan dalam bencana banjir lahar dingin di 
Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam. Kedua, apa saja kendala yang 
dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem tata kelola bantuan 
tersebut. Ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk 
menjamin pelaksana tata kelola bantuan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan motode 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 
penanggulangan bencana (seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Agam, Pemerintah Nagari Bukik Batabuah, Relawan, serta 
masyarakat korban bencana. Hasil penelitian ini yang pertama, BPBD 
Kabupaten Agam dan Pemerintah Nagari Bukik Batabuah telah menunjukkan 
peran aktif dalam pendistribusian bantuan bencana banjir banjir lahar dingin 
di nagari bukik batabuah melalui berbagai langkah dan stategis mencakup 
pendirian posko terpadu, dapur umum, gudang logistik, dan pendistribusian 
bantuan bencana kepada masyarakat yang terdampak dan bekerjasama 
berbagai instansi dalam pendistribusian benacana. Kedua, hambatan BPBD 
Kabupaten Agam dan Pemerintah nagari Bukik Batabuah dalam 
melaksanakan efektivitas terkait tata kelola bantuan dalam bencana banjir 
lahar dingin ialah: keterbatasan anggaran oprasional BPBD Kabupaten Agam 
yang menghambat pelaksanaan program distribusi bantuan bencana. 
Kurangnya tenaga/personil BPBD dalam masa tanggap darurat untuk 
mendistribusikan bantuan bencana, keterbasan personil BPBD yang dapat 
menghambat pelaksanaan pendistribusian bantuan dilakukan secara cepat 
dan tepat. Terhalangnya koordinasi bersama Dinas Sosial terkait data korban 
bencana banjir lahar dingin. Ketiga, upaya pemerintah daerah untuk 
menjamin pelaksana tata kelola bantuan bencana, implementasi tata kelola 
bantuan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Agam dalam pelaksanaan distribusi bantuan bencana banjir lahar 
dingin di Nagari Bukik Batabuah belum efektif dalam distribusi bantuan 
bencana kepada masyarakat yang terdampak. 

Kata kunci: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tata kelola bantuan 
bencana, Kabupaten Agam. 
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